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Menimbang

Mengingat:

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN
NOMOR 7/ TAHUN2017

TENTANG

PEDOMANPENYUSUNANSALDOAWALDANMUTASI
LAPORANKEUANGANDAERAHTAHUN2017

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMUSI BANYUASIN,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin, yang merubah Struktur

Organisasi Tata Kerja pada pemerintah daerah yang

diimpIementasikan sejak tahun 2017;

b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur

sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perIu

penyajian saldo awaI dan mutasi daIam rangka

penyusunan Iaporan keuangan perangkat daerah

Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ten tang Pedoman

Penyusunan SaIdo Awal Dan Mutasi Laporan Keuangan

Daerah Tahun 2017.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 4 Tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 56) dan Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II

termasuk Kota Praja DaIam Lingkungan Daerah Tingkat I



\

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagainama

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2010;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);
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Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri DaIarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang PengeIolaan Keuangan Daerah yang telah

beberapa kaIi diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

DaIarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri DaIarn Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

10. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasisi AkruaI pada Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri DaIarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016

Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 443);

14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014

ten tang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

SALDOAWALDANMUTASILAPORANKEUANGANDAERAH

TAHUN2017.
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BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin.

3. Kepala DaerahjBupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan PerwakiIan

Rakyat Daerah daIam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut.

6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA

adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplusjdefisit-LRA dan

pembiayaan, sisa lebihjkurang pembiayaan anggaran yang

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam

satu periode.

7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi POS1Sl

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban

dan ekuitas pada tanggal tertentu.

8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan

surplusjdefisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
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9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

10. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang

11.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa

lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah

maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber

daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

12. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

13.Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar

akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas

menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

14.Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

15.Aset lancar adalah kas, dan setara kas, investasi jangka

pendek, piutang dan persediaan.

BAB II
SALDOLRA,LOTAHUN2016

DANSALDOAWALNERACADANLPETAHUN2017
PERANGKATDAERAH

Pasal2

Penyajian Saldo LRA, LO, dan Saldo Awal Neraca dan LPE PD Tahun 2017

menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk (substance over form)
dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. PD yang nomenklatumya tidak berubah menggunakan saldo akhir SKPD

Tahun Anggaran 2016 Audited sebagaimana tercantum pada Lampiran I;

b. PD yang berubah nomenklatur dan PD yang nomenklatumya dihapus,

tetap menggunakan saIdo akhir SKPD Tahun Anggaran 2016 Audited

sebagaimana tercantum pada Lampiran II;

c. PD yang Barn di Tahun 2017 menggunakan saIdo awal nihil, sebagaimana

tercantum pada Lampiran III;

d. Saldo LRAdan LOAudited Tahun Anggaran 2016 digunakan sebagai bagian

dari LRAdan LOPemerintah Daerah Tahun 2016;

e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BABIII
MUTASIPOS-POSNERACA

Pasal 3

Mutasi Pos-Pos Neraca dilaksanakan pada Tahun 2017 berdasarkan Saldo

Neraca Per 31 Desember 2016 didukung dengan Berita Acara Serah Terima

(BAST)atau Dokumen sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Saldo Aset lancar dimutasikan antar PD;

b. Saldo Aset Tetap, akumulasi penyusutan, aset tidak berwujud, akumulasi

amortisasi dan aset lain-lain dimutasikan antar PD;

c. Saldo Ekuitas di neraca dimutasikan mengikuti saldo aset dan kewajiban

dengan menggunakan rekening 3.1.1.2.4 Koreksi Ekuitas Mutasi

Aset/Utang antar PD;

d. PD yang nomenklatumya diubah dan dihapus sebagaimana dalam Pasal 2

huruf b tidak diperlukan neraca penutup dengan syarat telah disetujuinya

mutasi atas seluruh aset atau kewajiban yang tercantum dalam neraca

Tahun Anggaran 2016 audited.

BABIV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan

Bupati ini dilaksanakan awal Tahun 2017.
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BABV
PENUTUP

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanc

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal '7 Ot;,£YV!fo Gl'- J ~O17

f BUPATI MUSI BANYUASIN,I",

~~f It DODl "REZAALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal '7 O£'"levtIJ.mL 2017

RETARIS DAERAH
TEN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATENMUSI BANYUASINTAHUN 2017 NOMOR =;/
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUS! BANYUASIN

Nomor : -=1/ Tahun 2017
Tanggal : '1 Dfl"",~Ell- 2017

Si~~P•.••TAHUgf l,l; EAAH'ifAfiUN .20'1-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

~r~.62-:-i-~-i.Dht;;-K~-;~i:;~t;;;-------_.. __.. _----------- _.i-~-02-:-i-~-i.D-~~~-K~;~h~tan------.__._-------------_.-
-i-~-02-:-2-~-i-R~~~-SakiTU~~~-D-aerah-S~-k;'yu------i-:-62-:-2-~-i-- Ruma}i-S;WtUmuiii-D;'~-;cili-Sek-;~--------------_.---- -----------------_._--.-----------_.---------- ----------------- ---------------------------------------_.-----
1 . 06 . 1 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan 4 . 03 . 1 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Daerah----_.---------- ---------------------------------------------- ----------------- --------_ .._---------_ ...---------_ .._--------
5 1. 13 . 1 . 1 Badan Penanggulangan Bencana 1 . 06 . 1 . 1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Daerah
6 -i-~-i3-~-:r~-i-Dh;-;;-Sc;;i~---------.-----------.---------- --i-~-06-:-2-~-i-D-~;~-s~;i;j-----------------------------.--
7 -i-~-i4.~-2-~-i-Db;-;;-Tena.g-~-K~;:jad~T;;nsmig;a~C---2-~-oT:-i-~.i--D-iTI";s-T.e""~aga-Ke;j~-Dan-fi~;~igra:;r..
8 -i':'jS-:T:'j' D;;;;~.P~;;):;;d~:oi~.R;;g~.d,m ---- "2':-j?i:T'j- [i~~~.p.;;;;;:;d~~.oi..ili.R~g;d;.; --

Pariwisata Pariwisata
9 'i':'ji;i:T'j' B~d;.;K~;;~t;;;;;;.B,mg~;;-d,mPolitik.... "T:'os:T'i' ii;d;.;.K.;~~tu;.;B;.;gs~.d;.;.P;;litik .....
10 .r~-i9-~-2.~-i-Kanto;-S;tuan.P~;ii;rPamo~g-PTaJ~;-.-----i-~-05-~-2-~-i-Satuan-P~li;i"Pan;;~gP;ala-------------..
II 'i-:-2():T:T DPRD----- ----- ---- ------ ";i:'oT:'i':'j'- [;PRO ---- ------ -----.- -
12 'i':':iO:'2':'j' K;pai~.O-~;;;;t;.d;;;;-W;,kji"K;p~-; --- -'4':'oT:-2':T j(;;p;,i~.D~;;;.ilid;.;w,;jcij.j(;;p;,i~- .

Daerah Daerah
13 .i-~-20-~-3-~-i-Seki-.e""t~i~t-D-~~;~----.-------------.-------;i:-6i-~-3-:-i-S~kret;;at-Da~-;;ili'----------------------..
14 'i':-:iO:'4':'i- S;kTet,;;j~t.O.PRO - --... "4':'oi':'4':'j'- s~k;~tari;.t.DPRii- -- ---
15 -i-:-20.~-6-~-i-p~j-~b;tPe;;gei~ia-Ke~;~gan-Da-e"";;h-.----;i~-64~-2-~-i--peJabat-Pe.~ge-l~i;Ke~angan-i)~e;~----.
16 .i-:-20-:-7.~-i-i;;;p~kt~ra.t----------.---------.----------.--4-:-62-~-i-:-i-Iri;pekt(;;~t---------.. ---------.. ----------.
17 .i~-20-:i-i-~-iKec~atan-S~-ka~---.-------------------- .-;-i:-6i-~-5-:-i-KeC'~;tan-Sek-~YU-------------.----------
18 -i~.20-:i-2-:-iKecaiii:a~-Lai;--------.... --------... ----- --;i:-6i~~-6-~.r-Ke-C'~;tan-Ltri;---------.------------------
19 -i~-20-:r3-.--iKecronatan-B-~b;tT~man-.... ---------.. - --4-:-6i-~-7-~-i.. K~-cam;t~Babat.T~ma;;--.------..... ---
20 -1-~-20~-i4-.-iKecronata.;;:-j(-e""iuang------------------- .. -- --4-~-6i-~-8-~-i-Ke-cam;t~;;Keiu~g------.----------------
21 .i~-2o-.-r5-~-iKecronatan-S~g~-D;sa-----.. ----------.- --4-:-6i.~-9-~-i-Ke-C'am.;tan-Sanga-Desa----.-------- .. ----
22 -i:'20'.-T6':'i K;~,;;;;a;;.;-pi;.kat.T;;;ggi ----- -- '4":'()C:i'o':'C j(;;;a;;;•.t,m.piak;;_t.T~ggT-- ---- .
23 '1-:'2o':i-i'."i K;;;;;;;;~;;.;.ii.~t;.;gha;:iL.;k-;;.. - - '4":'oT:i"i":'i j(;;;a;;;•.ia;;B~;;;;;gh;.;.i.eko .
24 -i~-20-'-i-8-~-I.Kecronatan-Sung;j-Keruh~--------.-------4~~o-C'-i-2.~.iKe-can;;~-Sl'I~gai-Ke~h------.----------
25 i':'20-:ig':'i K;~;;;;;~;;.;-S;;;;gai"J::u;;:,:--- ---. '4":'o'C:i';J':'C j(;;;a;;;;t,m.S;;ng;:i.iliii.--- ---- .
26 .i~-20~-2-0-'-iKecronatan-B-;~~gLe;;C'h------.-.---------4~-o-i-'-i.4-~-iKec~;tan-Bayung.~ricl;------------- .. -
27 'i~'20':2"i":"i K~~;;;;;a;;;;;.i.ai8TI- -- ---... '4":-oT:i's':-i j(;;;a;;;•.;;,;;;L"ai,m --- -- .
28 'i:-20-:::i:i':'i K~~;;;;;~;;.;.TUngi~;,i.j•.y~.----- ----. '4":'o-i':i'6':'i j(~.;am;t,mTU;;gkaiJay;--- -------..
29 -i~-20~-2-3-'-iKec~atan-~;rmgWeta;;- -------... -4~-o-i.'-i-7-~-CK;can;;t~~;ang-W~tan-.-.-----------.
30 i-~-20~-~t4-~-iKecronatan-B-;b;tSup~t--------.-.. ------ -4~-o-i-'-i-8..--i-Ke-c~;tan-Bab;.t-Sup;t---------.-.------
31 -2-:-6i-~-2-~.i.Ob;;s.Pe;k;bun~------- .. ---.----.. -.--- --3-:-63-~-2-:-r D-~;;-Pe"";k~bu-~an---------.-.-------.--.--
32 -2-:-65-~-i-~-i-Oin;;-perik-;nro;---.----------.----------.. --3-:-6-(~-i-:-i--D~a;-Pe"";fkan;n---.------------.----------

BUPATI MUSI BANYUASIN, f
\
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LAMPlRANII
Nomor
Tanggal

: PERATURANBUPATIMUSIBANYUASIN
: 11 Tabun 2017:1Df'.€"'.a-2017

PDyang
nomenklaturnya

dihapus

.POya~gb~~ubah
nomenklatur

,~

DinasKependudukandan Pencatatan
Sipil

-2~~--i-~26-~-8-.-~I-~S~d~n-K~p~g;~;~i~~-danDik-l;t-D;;;~h---;i~-os~-e;~~i-B;d~~-Kepeg~;;ja~-d;'-~--~.-------------
PengembanganSumberDayaManusia

-3---T~-20-~-io~-i-sad~np~~;;an;;,'-p;;+;i~an-d;~------------~i~-i2-~-i-~-i-Din;;-P;~~~~a~-M~d~id~---~-------
PenanamanModal ~~!~y_~~_~~_!..,:~~~~_~~~::!_~!~_t::!_

-4'- --i-~-2i-~-i-~-i-sad~-K~t;h~~;;-P~g~~:;---------------- --2-~-03~-i-~-i-DinasKetahananPangan
-s- --i-~-22-~-i-'_-i-sadanp~mb;~d~y;';~-M~~y~k~t-ci~----2-~-o-'i~-i-~-i-Din~;-pembe;ci~y~~-Ma:;y~~~tdtin-

PemerintahanDesa Desa-6----i-'-2f;~-i-'_-i-sad~n-p~;P~~~aa~~-A;;ip-d~;i-----------2-~.Fr-T'_-i Dina;-Pe;Pust;lka;;-d;~-K~a~sipa;;.---
Dokumentasi Daerah-'7----i-'_03-~-i.'-Y-DiM;-pu-Bi~a-M~ga------------------------i-~-03-~-3-'--i-ointi;-pu-sr;;;M(i;g;------.---------- ••-

-8- --i-'_03-~-2-'--i-Di~;;-pu-cipt~.K;;y~-dtinp~ngai~;.;;------i-~-03-~~:;!~-i-Din~s-Pu-cipta.Kary~-da~-pe.~g;i~~---
-9-- --i-'_oi-~-2-'_-i-Din;~-Pe~hubu~g~~:;Kom~nikas-i-d~------2-~.09~-2-~-i-Dina;-p-e;hi.ibi.inga~-K~mtl~ik;;idan--

Informatika Infonnatika-i6- --i-'_os-._-i-._-i-SadanLb;gk~;;g;n-Hiciup-;~i.;:n--------------2-~-OS~-3-'_-i-B;da;;ii~gkt;~ganHi~i~pdan----------
_____ .___~_':1]~)!?.l!?_~';~_~~~~!:~~:!. ._______ .__________~~!:t!~!!~~_~::!~~!!:t:~~~1] • _
II 1 . 08 . 2 . 1 DioasKebersihan,Pertamanandan 2 . 05 . 2 . 1 DinasKebersihan,Pertamanandan
____ ~':!!:!~I:~~~:!_~l?~_':!~1!t::_______________ ~~~!]~_~:~~1]_~':!!P..':_~~_~ ••• _
12 1. 12 . 1 . 1 BadanKeluargaBerencanadan 2 . 08 . 2 . 1 BadanKeluargaBerencanadan
_____ .___________~l!':!!?:~~!i.l~~_~_~~El!!.1:p_\!!'__r;________________ ~~~~~~_~.y!i_~!:1_~t!::~.P.~_~~ _
13 1. 15 . 1 . 1 DinasKoperasi,UMKMdan Pengelo1aan 2. II . 2 . 1 DinasKoperasi,UMKMdan

Pasar PengelolaanPasar
-i4- --i-._-2o-~-5-._-i-Din;;-pe~d;P;tan:P;~g;io~~-------.-- --4-~-64'~-4-._-i-Dinas-p;nd;pa~;P~~g~ioi~~------.--
____ ~'!~_l!!:~~~_~~:!_~_~~!_J?~'!~~_~________________ ~ ._____.!S~~~:!~~t]_~~_!l~!_~~:!!:~ _
15 1.20.9. 1 KantorPerwakilanKabupatenMUBAdi 4.01. 19. 1 KantorPerwakilanKabupatenMUBAeli
_____ ~_~~~~~_l!?_~_________________________________ ~~~!!,lE.~:!~ • • • _
16 1. 20 . 25 . 1 KantorLayananPengadaan 4 . 01 . 20 . 1 KantorLayananPengadaan
-ii- --2-'_oi-._-i-._-CD~;~-Pert;ci~-cian-Pe-te;n;k;;;-----------3-~-63-~-4-'_-i-Dinas-Pe~~ii.dti:~-P;~~ai(;;;-------
-is- --r._oi-._-j•.••C s;d~.p~iak~an;.Peii~iu.-h~;;------••---- --j-~-03-~-3-~-i-Baci~-P~i;.-ks;iiap~;;yui~h';ii-----------

Pertanian,Perikanandan Kehutanan Pertanian,Perikanandan Kehutanan

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. 0001 REZA ALEX NOERDIN



LAMPIRAN III
Nomor
Tanggal

: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
11 Tahun 2017

:1O\;\eMMll-2017

~DE
1.03.1.1
1.04.1.1
2.02.1.1
2. 05 . 1 . 1
2. 08 . 1 . 1
2.09.1.1
2.10.1.1
2.11.1.1
3.03.1.1
3.06.1.1
4.04.1.1
4.04.3.1

$RAN.GKAT104"ERAIiI'(AHYN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Koperasi, Usahan Kedl dan Menengah
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Badan PengeIola Keuangan Dan Asel Daerah
Badan Pengelola Pajak dan Relribusi Daerah

BUPATI MUSI BANYUASIN'1-
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